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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
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RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAPF KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Berdasarkan Undanp-Usdang Momor 13 Tahun 2004 tentang Penperiksaan Peagebolaan dan
Tangoung Jawab Keuangan MNegara dan Undang-Undang Momor 15 Tahun 2006 tentang
Hadan Pemeriksa Kevangan serfa Undang-Undang terkaii lainnva, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) iclah memeniksa laporan keuangan Pemerintah Kabopaten Survba Barat
Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Nomor |48 AVLHP XD KUPOS2023 tanggal 11 Mei 2023,

Untuk memperofeh kevakinan yang memadai tentang apakah laporan kepangan bebas dari
galah saji material, BPK melakukan pengujizn atas efektivitas sistem pengendalian aviern
dan kepatuban terhadap ketentuan peraturan perundang-undsngan yvang  berpencaruly
langsung dan material terhadap laporan keuangan Namun, pemeriksaan vang dilakukan
BPE fidak dirancang khuses unduk menvatakan pesdapar  atas  efektivitas  sistem
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh
kasena itu, BPE tidak menvataban pendapat seperti it

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern mavpun ketidakpatohan terhadap

ketentuan peraturan perundangan dalam pemerikszan Laporan Keuvangan Pemeriniah

Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai

berikut

I. Petanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Sesual Ketentosn,

2. Pematausahasn Kas pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Belum Scpenubnys
Tertib: dan

3. Penmtausatann Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemalan tersebut, BPE merckomendasakan kepada Bupati Sumba
Baral aniara lain agar menginstruksikan,

I. Kepala SKPD terkait untuk menarik kelebihan pembavaran perjalanan dinas dari
pelaksana perjalanan senilai Rp257.471. 500,00 uniuk disetor ke Kas Daerah:

I
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Kepala BRAD umtuk melakoknn sosialisasi pencrapan mekanisme pon tunai atis
transaksi pengeluaran kevangan dacrab, mengusulkan Sk Bupati terkail penunjukkan
sdmin CMS sesuai tugas dan fungsinya untuk sctap masing-masing SKPD. dan
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mekakukan analisis perhitungan kebutuban anggaran biava pulsn yang diperfokan untuk
operasional ransaksi medahe CMS di selurul SKPD sebagai bahmn usulan penyusunan

sngparan kepnda TAPD: dan

3. Sekretaris Daerah uptuk memerinabkan 17 Kepala SKPD ferkzit selaka Pengguna
Barang unmk berpecan aklil dalem membantu Bidong Perienohan mempersiapkan
dokusmen-dokusmen persertifikatan tanah yang ditartuhkan.,

Kelemahan dan rekomendasi perbeikan secam rinci dapat dilihar dafam laporan ind.

Hupang, Mled 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
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